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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

NOMOR 5 TAHUN 2003 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG 

PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN 

AIR PERMUKAAN 

DENGAN RAHM'AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT BANGKALAN, 

Menimbang a bahwe sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahen Ats Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah an Retnbust Daerah, dinyata#an 

Pajak Pengarnbilan dan emanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Perrukaan merupakan jenis pajax Propisl, 

b batwa atas ketentuan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, mala 

dipandang perlu mencabut Peraturan Deerah Kabupaten Deerah Tingiat 

ll Bangkalen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Permanfaatan Air Bawah 

Tnah dan Air Permukaan, dengan peraturan Deerah 

Mengingat 1. Undang-Undang Normor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuknn Deerah­ 

daerah Kabupaten dalamn Ling#ungan Propinsi Jerwa Timur (Berta Negara 

Tahun 1950 Nomor 41), 

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ururm Tata 

Cara Perpajalan (Lemnbaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lemberan Negara Nomor 3262) ebagairnana telah beberapa lair diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tanun 2000 (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomnor 126, Tamnbaban Lembaran Negara Nornor 

3984), 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomnor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimane telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 246, Tamnbahan Lembaran Negara Nornor 4048), 

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan Deerah 

(Lemberan Negara Tahun 1999 Nmnor 60, Tambahan Lemnbaran Negara 

Nomor 3839), 

5. Undang-Undang Nomnor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Permenintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor72, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 3848), 

6. Pereturan Pererintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemenintah dan Kewenapan Propinsi sebagai Deerah Otonormn 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomnor 54, Tarnbahan Lemnbaran Negara 

Nomor 3952) 

7 Peraturan Pererintah Nomnor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan emerintah Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomnor 41, Tamnbahan Lemnbaran Negara Nornor 

4090) 

8 Peraturan Pererintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Deaerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambanan Lembarn Negara 

Nomor 4138) 

9 . Keputusa n  Menteni Dalam Negent dan Otonomni Daerah Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Teknik Peryusunan dan Matent Muatan Produk-produ 

Hulum Deerah; 

10. Keputusan Menteni Dalamn Negent Nomeor 41 Tahun 2001 tentang 

Pengarwasan Represif Kebiakan Deerah 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

ME MUTUSKAN 

Menetapan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG 

PENCABUTAN PERA TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IL 

BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN 

AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN 
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Mencabut Peraturan Deaerah Kabupaten Deerah Tingkat II Banglalan Nomnor 

3 Tahun 1998 tentang Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dean Air 

Perrukaan, yang diundangiaan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deerah 

Tingkat II Bangialan Thun 1998 Sent A tanggal 7 September 1998 Nomor 

3/A dan disahlcan dengan Keputusan Mentent Delamn Negeni PRepublik 

Indonesia Nomor 973.35-765 tanggal 27 Agustus 1998 

Peratuman Daerah ini mulat beriaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernenintah#an pengundangan 

eraturan Deerah ini dengan penempatannya dalamn Lemnbaran Daerah 

Kabupaten Bangialan 

Disahkan di Bangkalan 

pada tanggai 9 Juli 2003 

Fi 
BANGKALAN, 

. � 

' ' 

Diundangkan di Banglalan 

a 11 Jul 2003 

IS DAERAH 

I. 
»see le 
OAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

TAHUN 2003 NOMOR 1/8 
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PENELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

NOMOR 5 TAHUN 2003 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG 
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN 

AIR PERMUKAAN 

I PENELASAN UMUM 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

ditindaklanjuti dengen Peraturan Pemenintah Norr 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 

make Pajak Pengarbilan den Pernanfaatan Air Bewah Tana.h dan Air Perrnukaan yang 
sernula merupalaan jenis Pajak Kabupaten yang telah diatur dengan eraturan Deerah 

Kabupaten Deerah Tingkat II Bangkalan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan 

Air Bewah Tanah den Air Perrulaan, selkarang menjadi kewenangan Propins untuk 

mnengatur dan mernungutnya 

Selanjutrya mes#pun pernungutan dan pengaturan Pajak Pengambilan dan Pernanfaatan 

Air Bawa Tanah dan Air Perrukaan dengan Peraturan Daera ropinsi, narun sesuai 

etentuan pasai 2A ayat (1) hurut c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

Kabupaten/Kota masih berhak memperoleh bagian dan hast penerimaan Pajak paling 

seduet 70 % (tujuh puluh persen), yang dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan 

dan potensi antar daerah 
Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingiat II Bangkalen Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pajak Peranfaatan Air Bawah 

Tanah, dengan Peraturan Daerah 

II PENELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pesal 1 sampai dengan 

pesal 2 Cukup jelas 


